PERATURAN BUPATI PAT!
NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PENYESUAIAN BELANJA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PPK MENDAHULUI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAT!

TAHUN ANGGARAN 2007
- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 telah ditetapkan pada tanggal
2 Januari 2007 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 pada
tanggal 3 Januari 2007;

. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapétan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2007, pada Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah
Kabupaten Pati teralokasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNMP) bagi lokasi
- Kecamatan yang belum mendapat PPK vang dikelola Bappeda
Kabupaten Pati;

. bahwa memperhatikan surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Departemen Dalam Negeri tanggal 17 September 2007 Nomor
414.2/1910/PMD perihal Petunjuk Teknis Pencairan Dana PNPM-PPK
Tahun Anggaran 2007 disebutkan namanya adalah Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat — Program Pengembangan Kecamatan
(PNPM-PPK) Tahun Anggaran 2007 sehingga perlu penyesuaian
nomenkiatur huruf b sebagai dasar pelaksanaan:

. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
fentang Penyesuaian Belanja Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Program Nasional Pemberdayaan Masvarakat (PNPM) PPK Mendahului
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati
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. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara
Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan i‘m’iéra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Neaara Rebpublik indanecia Nearmer 4 4R -
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. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4503);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45786);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4585);

)

io. Peraturan Pemerintah Nomor & Tazhun 2008 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara Republik
R TaTaTa o

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

}

-

‘eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 1;
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Nomor 21);

19. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 1);

20, Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyesuaian
Program dan Kegiatan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2007 (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN BELANJA BANTUAN

LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT (PNPM) PPK MENDAHULUI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan Bantuan Keuangan pada
Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anhggaran 2007 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta

rupiah).
Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan bantuan langsung vang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini
diatur lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA)  Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

I

Agar seliap orang mengetahuimya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
padatanggal 5 oxtober 2007

BUPATI PATI,
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